BAD I

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjsuan Pajak Pertambabhan Nilai (PPN)

Dasar hukum Pajak Pertarnbahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No.§ Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajek Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 1994, diubah lagi

dengan U No.18 Tatum 2000, dan terakhir UU No. 42 Tahun 2009.

2.1.1 Pengertian dan Sejarah Pajak Pertambahan Nilai
Meruwut Indonesia Tax rteview (2010), PPN pada prinsipnya
merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam Daerah
Pabean. Daersh Pabean adalah wilayeh Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairon, dan ruang udara serta fempat-tempat
tertentu ¢i Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landasan Kontinen
yang di dalamnya berlaku UL No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
Setiap pembelian barang dari Pengusaha Kena Pajak dikenakan PPN,
Perbelian barang kebutuban sehari-hari, seperti pakaian, sepatu, tas,
dan sebagainya akan dikenskan PPN. Demikian juga atas penggunaan
jasa yang disediakean oleh Pengusaha Kena Pajak. Jika kita adalah
pernakal akhir dari barang dan jasa, maka kitalah yang menanggung

beban PPN tersebut tenpa bisa diapa-apakan lagi. Beda halnya jika



pembeli barang adalah pengusaha yang mengolahnya lebih lanjut atau
wntuk dijual kembali, maka beban PPN yang dibayarkan dapat digeser

kepada pembeli berikutnya.

2.1.2 Sejarah Pajak Pertambaban Milai

Menurut Siti Resmi (2012:1), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai
diperkenalkan i Indonesia sejak | April 1985 uniuk menggantikan
pajak penjualan (PPn). Hal ini ditvangkan dalam UU No. 8 Tahun
1983. Kelebiban pengenaan PPN sesuai UU No, 8 Tahun 1983 (yang
merupakan hasil reformasi perpajaken tahun 1983) dibandingkan
dengen PPn (yang dipungut berdasarken undamg-undang pajak
penjualan tahun 1951), yaitw:

1. Mekanisme pemungutan PP tahun 1951 dalam pelaksanaannya
memimbulkan dampak kumulaif (pajak brganda). Hal ini
mndorcng Wajib pajek umuk melakukan penghindaran pajak
atau penyehmdupan pajak  schingga tidak netral terhadap
perdagengan dalam negri maupun perdagangan internasional.
Dalam uwndang-undang PPN yang baru terdapat mekanisme
pengkreditan untuk menghindari adanya pengenasn pajak
berganda (cascade effeci).

2. Sistem tarif yang sederhsua. Undang-Undang PPn tahun 1951

memberlakukan 9 (sembilan) jenis tarif sedangkan sejak



Undang-Undang PPN tahun 1983 memberlakukan 1 (satu) jenis
tarif sekingga memudahkan pelaksanaan dan pengawasanmya.

3. Menciptakan persaingan yang sehat kerena atas impor
dikenakan pajak dalam jumleh yang sama dengan jumiah pajak
yang dikenaken atas produksi dalam negri pada tingkat harga
yang sama sementara uniuk ekspor dikenakon pajak dengan tarif
0% (no. persen).

Sejalan dengan perkembangen sosial ekonomi dan politik yang
berlangsung secara cepat, peraturan perpajakan seunantiasa diperbarui
secara terus-rnenerus agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan

yang ada daler masyarakat.

2.1.3 Objek PPN

Sesuai dengar Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 160 UU PPN 1984,
tentang Objek PFN yang menguraikan pemanfaatan JKP dari luar daerah
pabean, ekspor BKP yang dilskukan oleh PKP, kegiatan membangun
sendiri yang dilakukan tidak dalam lngkungan perusahaan/pekerjaan,
penyerahan akiiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut
tidak umituk diperjuabelikan, sepanjang PPN yang dibayar atas
perolehannya dapat dikreditkan. Sedangkan menurut Djoko (2008),
Barang atau Jasa sebagai Objek dari Pajak Pertamnbghan Nilai dapat

dibedakan menjacli 2 yaitu:
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1. Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak adalsh barang berwujud, yang menurut sifat
atau hukumnya dapat berups barang bergerak atau barang tidak
bergerak, dan barang tidak berwujud vang dikenakan pajak berdasarkan
Undang-Undarg PPN .

Barang berwujud adalah aktiva teiap, seperti kendaraan, mesin dan
juga berupa persediaan bahan baky, maupun barang jadi serta masih
banyak lainnya, sedangkan Barang Kenas Pajak fidak berwujud di
antaranys seperti Franchaise, Lisensi, Merek Dagang, Hak Peten, Hak
Cipta, dan berbagai hak-hak lainnya.

Barang yeng merupakan Objek PPN aiau yang akan dikenakan
PPN harus memenuhi persyaratan seperti berikut:

a. Bareng berwujud yang diserabikan merupakan Barang Kena pajak.

b. Barang ticak berwujud yang dissrankan merupakan Barang Kena
Pajak.

c. Penverahan ditakukan di dalam Daerab Pabean.

d. Penyerahsn dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau

Pekerjaannya.

1.2 Pengecualian Barang Kena Pajak
Jenis barang yang tidak dikepakan PPN ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah dan Pasal 4A Ayat (2) Undang-undang PPN,

vang didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :
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. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil kehutanan, yang
dipetik langsung, yang diambil langsung, atau disadap langsung
dari sumbernya, seperii padi-padian, kelapa sawit, dan karet.

. Barang hasil petemakan, perburuan/penangkapan, atau
penangkarang, yang diambif langsung deri sumbernya, seperti
sapi potong, unggas dan lain-lan.

. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan yang
diambil langsung dari surabemya, seperti ikan tuna teripang,
udang, dan lain-lain.

. Barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambil
langsuny dari sumbernya seperti crude oil, garam.

. Barang-barang kebuiuhan pokok yang sangat dibuiuhkan oleh
rakvat banyak, seperii beras, garam beryodivm.

Beberapa jenis barang, karcpa untuk menghindari pajak
berganda dengan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah,
misalnya Pajak Pembangunan I dan Pajak Tontonan.

. Surat-suraf berharga

. Lisirik, kecuali perumahan mewah

Air bersih vang disalurkan melalui pipa (air PAM).
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2. Jasa Kena Pajsk
Pengertian Jasa Kena Pajak menurut Djoko (2008) dalam bukunya
yang betjudul Pajak Pertambahan Nilei , menuliskan bahwa setiap
kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum
vang menyebabkan suatu bareng atau fasilitas atau kemudahan atan
hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk
menghasilkan barang karepa pesana ateu permintaan dengan bahan
dan atas petunjuk dari pemesan.
2.2 Pengecualian Jasa Kena Pajak
Pada dasarmya semua jasa dikenaken pajak, kecuali yang
ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Berdasarkan Pasal 4A Ayat
(3), jenis jasa yang tidak dikenaksn PPN ditetapkan dengan Peraturan
Pemerinteh didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:
a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, seperti dokter umum,
dokter spesialis.
b. Jasa di bidang pelayanan sosial, seperti penti asuhan, jasa
pemakaman.
¢. Jasa di bidang pengiriman surat
d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan
hak opsi
e. Jasa di bidang keagamaan, seperti pemberian khhotbah atau
dakwah

f. Jasa di bidang pendidikan



13

g. Jasa di bidang kesenian, seperti pementasan kesenian tradisional

h. Jasa di bidang penyiaran, seperti penyiaran radio dan televisi yang
bukan bersifat iklan

i. Jasa di bidang angkutan umum, seperti angkunian umum di darat
dan di faut

j. Jasa di bidang tenaga kerja, seperti jusa penyelenggaraan latihan
bagi tenaga kerja

k. Jasa di bidang perhotelan

1. Jasa yeng disediakan oleh perperintzh dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum

m. Jasa penyediaan tempat parkir

n. Jasa telepon umum dengan menggunakan vang logam

o, Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

p. Jasa boga arau katering

2.1.4 Pengusaha Kena Pajak (PEP)

Menuwrut Siti Besmi (2013:3). Pengussha Kena Pajak (PKP) adalah
pengusaha vang melakukan penyeraban BKP dan/atau penyerahan JKP
yang dikenakan pajak berdasarkan undeng-undang PPN dan PPnBM, tidak
termasuk Pengusaha Kecil. Penggussha dikatakan sebagai Pengusaha
Kena Pajak apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan

jumlah peredaran bruto den/atau pererimaan bruto melebihi Rp
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600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Yang termasuk

Pengusaha Kena Pajak antara lain:

a.

b.

C.

Pabrikan atau produsen

Importir dan indentor

Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan
atau importir

Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir

Pemegang hak paten atau mwerk dagang BEP

Pedagang besar (distributor)

Pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang

Pedagang eceran (periiel)

PKP mempunyai kewajiban memungui. meayetor, dan melaporkan

PPN dan PPnBM. PPN dan PPaBM wvang disetorkan dan dilaporkan

PKP tersebut dapat dibebankan kepada konsumen pada saat terjadi

transaksi penyerahan BKP dan/atau JEP. Jika PKP tidak melakukan hal

itu, dia yang mempunyai kewsjiban membayar sejumlah PPN dan

PPnBM.
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2.1.5 Konsep Dasar Pajak Pertambahan Nilai
1. Karakteristikk PPN di Indonesia
Menurut Siti Resmi (2013:2), PPN di Indonesia memiliki karakteristik
yang tidak dimil'ki olek PPn, yaitu -

a. Pajak Tidak Langsung
Secara ckonoris beban PPN dapas dialihkan kepada pihak lain.
tanggungjewab pembayaran pajek vang terutang berada pada pikak
yang menyerchkan barang afau jasa, sedangkan pihak yang
menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pibak
yang memikul beban pajak).

b. Pajak Objeluif
Timbulnys kewajiban membayar pajak sanget ditentukan oleh
adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak
dipertimbengkan.

¢. Multistage Tox
PPN dikenskan secara beriahap pada setiap mata rantal jalur
produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel).

d. Monkumulatif
PPN itidak bersifat kumndatif (nonkuraulatif) raeskipun memiliki
karakteristik muldfistage tox  karena PPN mngenal adanya
mekanismz Pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itn, PPN

yang dibavar bukan wnsur dari harga pokok barang atau jasa,
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e. Tarif Tunggal
PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis taxif (single fariff),
yaitu 10% (sepuluh persen} untuk penyerahan dalam negri dan 0%
(nol perser) untuk ekspor Barang Kena Pajak.

f Credir Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method
Metode iri mengandung pengertian bshwa pajak yang terutan
diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau
dikenakan pada saat penyerahen barang atau jasa, yang disebut
Pajak Keluaran (output fax) dengan pajak yang dibayar pada saat
pembelian bavang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak
Masukan (input fox)

g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negri
Atas impcr Barang Kena Pajak dikengkan PPN sedangkan atas
ekspor Berang Kena Pajak #iduk dikemokan PPN. Prinsip ini
menggunaken prinsip tempat tujvan (destination principle). Yaitu
pajak yang dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumst.

k. Consumption Tyvpe Value Added Tax (VAT)

Dalam PFN di Indomesia, Pajak Masukan atas pembelian dan
pemeliharaan barang modal dapat dilreditkan dengan Pajak
Keluaran yang dipungut aias penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
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2.1.6 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN
Menurut Siti Resrai (2012:25), sesuai dengan Undang-Undang PPN nomor
42 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu
sebagai dasar untuk menghitung PPN, Dasar Pengennan Pajak terdiri atas
harga jual, nilai penggantian, nilai ckspor, nilai fmpor, dan nilai lain sebagai
Dasar Pengenaan Pajak.
1. Harga Jual
Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh pengussha kevena penyershan BKP, tidak
termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan
potongan harga vang dicanfumkan dalam faktur pajak. Harga jual
merupakan DPP untuk penyerahan BEP. Harga jual dapat dipercleh
dengan menjumlahkan harga pembelian bahan balu, bahan perabantu,
alat-alat pelengkap lainnya  ditambab  dengan  biaya-biaya seperti
penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga
kerja, manajemen, serta laba usaha vang diharapkan. Termasuk biaya
dalam harga jual adalah biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya
pemeliharaan, biaya asuransi, biave garansi, biaya bantuan teknik, biaya
pemasangan dan instalasi, dan biaya-biaya lein veng berhubungan
langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan sampai dengan penyerahan
BKP. Apabila PKP seclain menerbitken Fakiur Pajak juga menerbitkan

Faktur Penjualan, potongan harga atau diskon yang fercanmtum dalam
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Faktur Pajak juga harus tercantum sebagai potongan harga atau diskon
dalam Faktur Penjualan.
2. Penggantian
Penggantian adalah nilai berups nilai, termasuk semua biaya yang
dimimta atan scharusnya diminia oleh pemberi jasa karena penyerahan
JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam
Faktur Pajak. Milai penggantisn merupakan taksiran biaya untuk
mengganii biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan profesi,
keterampilan, daa pengalaman vyang memberikan kegiatan pelayanan
dalam arti “jasa™ tersebut. Jika harga jual ateu nilai penggantian
menggunakan vang asing, maka harus dikonversi lagi kedalam mata vang
rupiah sesuai dengan Kepuiusan Menteri Keuangan mengenai kurs yang
berlaku pada saat itw.
3. Nilai Impor
Nilai impor adalah nilai berupa uvang yang menjadi dasar
penghitungan bea masuk ditambah pungatan lainnya yang dikenakan
pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
Pabean untuk impor BKP, tidak termesuk PPN yang dipungut
berdasarkan undang-undang PPN, Peneniuan nilal impor BKP didasarkan
pada undang-undang Pabean yang menggunakan Dasar Pengenaan Bea
Masuk, yaitu cosi (harga fakiur), insurance {biaya asuransi antar daerah
pabean), dan freight (ongkos anghut atau pengapalan antar-Daerah

Pabean) atau disingkat dengan CIF.
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4, Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh ekportir. Nilai ekspor tercantum
dalam dokumen tertenfu yang dapat dijadikan sebagai Faktur Pajak uniuk
ekspor, yaitu Pemberitabuan Ekspor Barang (PEB), yang tidak difiat
muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . Berapa pun nilai ekspor
yang tercantum dalam dokumen ekspor (PEB), tidak ada penghitungan
PPN karena tarif PPN untuk barang ekspor adalah 0% (nol persen).
Dengan tarif 0% nol persen maka PKP dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) PPN dalam rangka

ekspor BKP.

2.1.7 Tarif PPN
Tarif PPN merurut Pasal 7 UL No. 42 Tahun 2009 adalah:
1. TFarif PPN sehbesar 10% (sepuluh persesn).

Tarif 10% dikenakan aias setiap penverahan BKP di dalam daerah
pabean/impor  BEP/penyerahan  JKP  di  dalam  daerah
pabean/pemanfaatan BKP tidak berwajud dari luar daerah pabean di
dalam daerah pabean/pemantastan JKP dari luar daerah pabean di
dalam daerah pabean.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ckonomi dan/atau
peningkatan iebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintab diberi

wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 15% (lima
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belas persen) dengan tetap mernakai prinsip tarif tunggal. Perubahan
tarif dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Tarif PPN sebesar 6% (nol persen}

Tarif 0% dikenakan atas ekspor BEP berwujud/ekspor BKP tidak
berwujud/ekspor jasa kena pajak. Pengensan tarif 0% (nol persen)
tidak berarti pembebasan dari pengenasn PPN. Dengan demikian
pajak yang telah dibayar untuk perolehan bareng kena pajak dan/atan
jasa kenma pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat
dikreditkan.

Cara menghitung Pajak Periambshan Nile: dengan cara
mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut

dapat diformulasikan sebagai berikut:

PPN = Tarif x Dasar Pengenzan Pajak (DPP)

Contoh : Pengusaha Kena Pajak A menjual barang kena pajak
dengen harga ‘ual sebesar Rp 25.000.600.
PPN yang terntang: 10% x Rp 25.000.060 = Rp 2.500.000
PPN sebesar Rp 2.500.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang

dipungui oleh pengusaha kena pajak A.



21

2.1.8 Restitusi PPN

Dasar Hukum mengenai restitusi PPN iercantum dalam Undang-
Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 dan Peraturan Mentri Kevangan
Nomor: 72/PME.03/2010 Tentang tata Cara Pengembalian kelebihan
PPN/PPnBM.

Menurut Siti Resmi (2013:48), apabile PKP dalam melakukan
penghitungan PPN terdapat Pajak Masukan lebih besar dari Pajak
Keluaran, selisih tersebui dapat dimintekan kembeli (restitusi) atau
dikompensasikan pada Masa Pajak ferientu sesuai ketentuan perpajakan.
Pasal 9 Ayat (4) UU PPN don PPn BM menyatakan bahwa apabila dalam
suatu masa pajak, pajak masukan yang dikreditken lebih besar daripada
pajak  keluaran, sclisihnya merapskan kelebihan pajak  yang
dikompensasikan ke masa pajak berikuinya. Kelebihan pajak masukan
tersebut dapat pula diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun
buku. Kelebihan pajak masukan dapat diajukan permohonan pengembalian
pada setiap masa pajak oleh:

1. Penguszha kena pajak yang melakukan ekspor barang kena pajak

Berwujud.

2. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak
dan/atau penyerahan jasa kepa pajak kepada Pemmngut Pajak

pertambahan n:lai
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3. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyershan barang kena pajak
dan/atau penyerzhan jasa kena pajak yang pajak pertambahan nilainya
tidak dipungut

4. Pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor barang kena pajak tidak
berwgjud

5. Pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor jasa kena pajak,

Dan; atau

6. Pengusaha kena pajak dalam tahap belum berproduksi.

Contoh Penghiturgan Restitusi:

Pada masa pajak Desember 2011 diketahui pajak masukan dan pajak

keluaran sebagai herikut:

Pajak Kelvaran Rp 5.000.0600
Pajak Masukan Rp 6.500.000 (-)
Pajak yang lebih bayar Rp 1.500.000

Pajak yang lebih dibayar sebesar Rp 1.500.000 tersebut dapat diajukan

permohonan pengembalian (restitust).
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2.1.9 Tata Cara Restitusi

1. PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak

dengan menggunakarn:

a. SPT Masa PPN, dengan cara mengisi (memberi tanda silang) pada

kolom “dikembalikan (restitusi)”, atau

b. Surat permchonan tersendiri, apabila kolom “dikembalikan™ dalam

SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak iencantumkan tanda

permohonan pengembalian kelebiban Pajak.

2. Permohonan pengembalian kelebikan Pajak diajukan kepada KPP di

di tempat PKXF dikukuhkan.

3. Permohonan pengembalian kelebiban Pajak: ditentukan 1 (satu)

Masa Pajak.

4. Permohonan pengembalian kelebihan Pajak dapat diproses melalui

penelitian atav: pemeriksaan

5. Penelitian dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan

pajak yang dilakukan oleh:

a.

Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebageimana dimaksud
dalam Pasal 1 7C Undang-Undang KUP

Pengusaha Kena Pgjak vang memenuhi persyaratan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP
Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah sebagaimana dimaksud

dalam Pasel 9 Ayat (4C) Undang-Undang PPN
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6. Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebiban
pajak yang diajukan oleh PEP selain PKP sebageimana dimaksud pada
Nomor 5

7. Direktur Jendral Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan
pengembelian kelebihan pajak yang diajukan oleh PKP, harus
menerbitkan Scrat Keputusan Pengembalion Pendahuluan Kelebihan
Pajak (SKPPKF).

8. Penelitian yang dimaksud dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal psrmohonan pengembalian kelebihan pajak disampaikan
oleh PKP kriteria tertentu, penelitian dilakukan berdasarkan
ketentuan sebagaimana diator dalera Pasal 17C Undan-Undang KUP

b. Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pajak disampaikan
oleh PKP yang memenuhi syarat terteniu, penelitian dilakukan
berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17D Undang-
Undang KUP

¢. Dalam hal permohonan pengembelian kelebihan pajak disampaikan
oleh PKP berisiko rendah, penelitian dilakukan terhadap:

1) Kebenaran pemenuhan ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf
b, huruf ¢, huraf d, dan huruf ¢ Undang-Undang PPN

2) Kelengkapan Surat Pemberitabuan dan lampiran-lampirannya

3) Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak dan

4) Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib

Pajak
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9. Direktur Jendral Pajak harus menerbitkan SKPPEP paling lama 1 (satu)
bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak.
10. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud nomor (9) telah lewat dan

Direktur Jendral Pajak menerbitkan SKPPKP, permohonan pengembalian

kelebihan dianggap “dikabulkan™ dan SKPPKP harus diterbitkan paling

lama 7 (tujuh) feri setelah jangka wakin sebagaimana dimaksud pada
nomor (9) berakhir.

11. SKPPKP sebagaimana dimaksud pada nomor (5) atas permohonan
pengembalian kelebihan pajak disempaika oleh PKP berisiko rendah,
tidak diterbitkan apabila:

a. hasil penelitian menyatakan PKP tidak memenuhi ketentuan Pasal 9
Ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf ¢, huref d, dan huruf e Undang-
Undang PPN.

b. hasil penelitian tidak menyaiakan lebih bayar

¢. lampiran SPT tidak lengkap

d. pembayaran pajak tidak benar

12. Dalam hal SKPPKP tidak diterbitkan kepada PKP berisiko rendah harus
diberikan pemberitahuan secara tertulis dengan menggunakan formulir
yang telah ditentukan

13. Dalam hal SKPPEKP tidak diterbitkan, permohonan pengembalian
Kelebihan pajak di proses berdasarkan ketentuen Pasal 17B Undang-

Undang KUP
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14. Direktur Jendral Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan

15.

16.

17.

18.

pengembalian pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12
(dua belas) bulan sejak permohonan pengembelian pajak diterima. Jangka
wakiu 12 (dua belas) belan tidak berlaku dalam hal tethadap PKP yang
sedang dilakukan pemeriksaan bukt permulasn tindak pidana di bidang
perpajakan

Direlur Jendral Pajak setelah melakukan pengembalian pendabuluan
kelebihan pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada PEP berisiko rendah,
PKP kriteria tertentu, atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar (SKPXB), PKP kriteria tertentu atau PKP yang memenuhi
persyaratan tertentu wajib membayar jumlah kekuranagn pajak ditambah
dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB, PKP berisiko
rendah wajib membeyer jumliah kelurangan pajak ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bungan sebesar 2% (dua persen) per bulan, paling lama
24 (dua puluh empat) bulan, dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.
Dalam hal permohonan pengembalizn kelebihan pajak yang disampaikan
oleh PKP berisiko rendah, PKP kriteria tertentu, atau PKP yang memenuhi
persyaratan tertentu, meliputi kelebiban pembayaran akibat kompensasi

Masa pajak sebelum PKP menjadi PKP, Direkiur Jendral Pajak wajib
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melakukan pemeriksaan pajak atas SPT Masa Pajak PPN yang menyatakan

kelebihan pembayaran yang dikompensasikan tersebut,

2.3 Tinjavan Pemeriksaan Pajak
2.2.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak

Sebagaimena dimaksud Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri
Keusngsn nomor 17/PMK.03/2013, Pemeriksaan adalah serangkaian
kegiatan menghimpun dan mengelola data. keterangan, dan/atan bukti
yang dilaksanakan secara objekif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atan uniuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketertuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat 2 jenis
pemeriksaan, vaitu Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor.
Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat
kedudukan, tempat kegiatan usaba atau pekerjaan bebas, tempat
tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direkiur
Jenderal Pajak. Pemerikssar Kantor adalah pemeriksaan yang
dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak
berwenang rmaelakukan pemeriksasn untuk menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan,
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2.2.2 Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut Peraturan Menteri Kevangan Republik Indonesia Nomor

17/PMK.03/2013 bagian kelima tentang jangka waktu pemeriksaan pada

Pagal 15, Ayat :

(1)

@)

3

Pemeriksaarn untuk mengaji kepatuban pemenuhan kewajiban
perpajakar. dilakukan dalam jangka waktn Pemeriksaan yang
melipuii,
a. jangka waktu pengujian dan;
b. jangka waktu Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksasan dan
Laporan
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, jangka waktu pengujian scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) haruf a paling lama 6 (enam) bulan, yang dibitung sejak
Surat Pemberitahuan Pemesiksaan Lapangan disampaikan kepada
Wajib Pajak, wakil kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang
telah dewasa dart Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Surat
Pemberitahnan Hasil Pemeriksasn (SPHP) disampaikan kepada
Wajib Pajak, wakil kuass, pegawai atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak.
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hwraf a paling lamam 4 {ermpat) bulan, yang dihitung sejak

tanggal Wajib Pajak, wakil kuasa dari Wajib Pajak, Pegawai, atau
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anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang
memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak,
wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga vang telah dewasa
dari Wajib Pajak.

(4) Jangka wactu Pembahasan akhir Hasil Pemerikeaan dan pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua)
bulan, varg dihitung sejalk tanggal SPHP disampaikan kepada
Wajib Pajuk, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang

lebih dewass dari Wajib Pajak sernpai dengan tanggal LHP.

2.2.3 Tujuan Pemerikssan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013
Tentang Tata cara Pemeriksaan, Pasal 2 Ayat (1) .
1. Tujuan pemeriksaan adalah uniuk:
a. menetapkan besarnya jumlah pajak yvang terhutang
b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajalean.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) huruf a, dapat
dilakukan dalam hal:
a. Surat Peraberitahuan tidak dissropaikan pada waktunya sekalipun

sudah ditegur secara terfulis.
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b. Tidak dipenuhinya kewajibau perpajakan selain yang tersebut
pada huraf a.
¢. Surat Pemberitabuan  menunjukken adanya  kelebihan
pembayearan pajak.
d. Penentusn besarnya jumlah engsuran pajek dalam suatu masa
pajak, kkususnya bagi Wajib Pajak baru.
e. Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan
Pajak atzu banding atas keputusan keberatan tersebut.
f. Terdapat petunjuk vang kuat fentang tidak dipenuhinya
kewajiben perpajakan.
3. Pemeriksazn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf' b, dapat
dilakukan untul:

a. Pengumpulan bahan guna pemnbuatan atau penyusunan Norma
Penghitungan.

b. Pencocokan data dan/ateu alat keterangan.

c. Mengetahui secara iepat keadaan usaha dan/atau pekerjaan
Wajib Pajak dari pihak keiiga vang ada hubungannya dengan
Wajib Pajak.

d. Hal-hal Jain dalam rangka pelaksanasn ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.
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2.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan
Ruang lingkup pemeriksaan merupakan celiapan dari jenis pajak dan
periode pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan
pemeriksaan. Sesuai depgan Pasal 3, Peraturan Menteri Keuangan nomor
17/PME.03/2013 teriang kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuban
pemenuhan kewajiben perpajakan bahwa ruang lingkup pemeriksaen diatur
sebagai berikut:
1. Ruang lingkup permeriksaan dapat meliputi satu, beberapa, atau
seluruh jenis pajak, baik unfuk safu atau beberapa masa pajak, bagian
tahun pajak atau tshun pajak dalam fahun-tahun lalu maupun tahun
berjalan.
2.2.5 Kriteria Pemeriksaan
Menurut Karianton (2013:187), kriteria pemeriksaan terdiri dari dua,
yaitu:
1. Pemeriksaan rutin, merupakan pemeriksaan vang dilakukan
Sehubungan dengan pemenuhan hek dan/atau pelaksanaan kewajiban
perpajakan wajib pajak atau karema diwejibkan oleh Undang-Undang
KUP.
2. Pemeriksaan khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis resiko
(risk based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan
terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara
manual atau secara komputerisasi menanjukkan adanya indikasi

ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
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2.3 Tinjauan Pelaksanaan Pemeriksaan
2.3.1 Pelaksanaan Pemeriksaan PPN
Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMEL03/2013 Teniang

Tata Cara Pemeriksaan PPN yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiben perpajakan harus dilakukan

terhadap Wajib Pajak yang mengajukan perraohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Undang-Undang

KUP. Kenmudian pasal 5 ayat (2) vang berbunyi, Terhadap Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1} dilakukan dengan pemeriksaan

kantor, dalam hal pernohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut
diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyarstan:

a. Laporan keuangan Wajib Pajak untuk Takun Pajak yang diperiksa di audit
oleh akuntan publk atau laporan keusngan salah satu Tahun Pajak dari2
(dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diandit oleh
akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

b. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan,
penyidikan, atau penuniutan tindak pidana perpajakan, danfatau Wajib
Pajak dalam 5 (lima) tabhun terakhir tidak pernah dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.3.2 Pelalisanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak
1. Pemeriksa memperlihatkan Tenda Pengenal sebagai Pemeriksa

2. Memperlihatkan surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SF2)
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3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak kepada
Wajib Pajak (PKP) yang diperiksa

4. Menjelaskan maicsud dan tujuan pemeriksasn

5. Meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang
diperlukan, yang dapat berupa foto copy (dilegalisir) maupun data
Elektronik.

6. Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan.

2.3.3 Tata Cara Pemerilisaan Pajak

Pelaksanaan perneriksean pajek dimulai dari  dikelvarkennya Suorat
Perintah Pemeriksaan Pajak oleh Pejabai vang berwenang dan berakhir sampai
dengan disetujuinya Laporan Pemeriksaan Pajek. Laporan tersebut harus dibuat
dengan jelas, ringkas, memuat ruang linglkup pemeriksaan, memuat kesimpulan
pemeriksaan yang didulung oleh bukiu-bukti yang kuat tentang ada atau tidak
adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan , dan
memuat pula informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Dalam: melaksanskan tugas pemeriksoan terhadap Wajib Pajak sesuai
Surat Perintah Pemeriksaan Pgjak, setiap Pemeriksa Pajak harus mengikuii tata
cara pemeriksaan pajak di bawsh ini. Wajib pajak diharapkan mengawasi
pelaksanaan pemeriksaan pejak oleh pemerikse apakah telah sesuai dengan tata

cara yang ditentukan atau tidak.
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. Petugas pemeriksa harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa
Pajak dan surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

. Setelah Surat periniah Pemeriksasn dikeluarkan, pemeriksa dapat
memberitahukan secara terfulis kepada Wajib Pajak dengan formulir
Pemberitahuan tentang Pemeriksazn Pajak.

. Apabila pada saat dilakuksnnya pemeriksan lapangan Wajib Pajak tidak
berada di tempat, pemeriksaan dapat terus dilakukan dengan didampingi
oleh wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

. Setelah pemeriksasn dilakukan, peraeriksa dapat meminjam laporan-
laporan, catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain dari
Wajib Pajak, dengan mengirimkan formulis permohonan,

. Pemeriksaan dilakukan ditempat Wajib Pajak unuk pemeriksaan lengkap
dan di kantor pemeriksa untuk Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK),
Wajib Pajak tidak dapat menhalangi Pemeriksa untuk melihat ruangan
milik Wajib Pajak.

. Apabila Pemeriksa pajak memerlukan data atau keterangan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubupgan bisnis dengan wajib Pajak yang
diperiksa, maka Pemeriksa akan membuat surat tertulis kepada pihak
ketiga.

. Apabila hasil pemeriksaan menunjukan selisih dengan yang dilaporkan
oleh Wajib Pajak, maka harus diberitabukan secara fertulis kepada Wajib

Pajak sebelum laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh kepala KPP,
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8. Penyelesaian Akhir Pemeriksaan: pemeriksa harus mendokumentasikan
seluruh kertas kerja pemerikssan dan dokumen lainnya selama
pemeriksaan seperd laporan hasil pemeriksan, pemberitahuan hasil

pemeriksaan, dan lain-lain sistematika yang telah ditentukan.
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2.4 Kerangka Berpikir

Kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan perpajakan merupakan hal yang
sangat penting bagi jelannya administrasi perpejekan, hal ini juga dapat
membangun pribadi Wajib Pajak dan Fiskes menjadi lebih baik lagi agar
terdapat suatu kerjasama yang baik dalam hal perpajakan guna mentaati
peraturan yang ada. Dalam permohonan kelebihan pembayaran pajak atau
restitusi, diperlukan adanya pemeriksaan untuk mengoreksi hasil penghitungan
pembukuan yang dilekukan Wajib Pajak, mengingat diberlakukannya Self
Assesment System dirsna Wajib Pajak dapat roenghitung, dan melaporkan
sendiri pajak terutangnya, Pemeriksean juga dilakvkan sebagai sarana
pengawasan uniuk mengwji kepatuhan Wajib Pajak yang mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajek sesuai dengan

Peraturan Menteri Kevangan Nomor : 17/PME.03/2013.
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Guinber 2.2

Kerangka Berpikir

Peraturan Menier Kesangan
Republik Indonesia
Nomor: 17/PMIC03/2013
Pasal 4 Avat (1)

i ™y

Kepatuhan Wajib
Pemeriksaan Pajak  # » Pajak
Pertambahan Nilai
(FPN)

Sebagai Sarana

Pengawasan




